BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 27-6': /2024

TENTANG

PENETAPAN PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
TINGKAT KABUPATEN TABALONG DALAM E-WALIDATA SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH REPUBLIK INDONESIA PERIODE TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan,
perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan
dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi,
dan berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Presiden Nomor 39
Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu dilakukan
penyebarluasan terhadap hasil pengumpulan data;

c. bahwa sebelum dilakukan penyebarluasan data, hasil
pengumpulan data yang telah melalui proses pemeriksaan,
maka perlu menetapkan Penyebarluasan Data Statistik
Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Tabalong Dalam E-
Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Repubik
Indonesia Periode Tahun 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat Il
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);
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10.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3683);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repulik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 139);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 994);

13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010
tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik;

14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019
tentang  Norma, Standar, Prosedur dan  Kriteria
Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);

15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat
Statistik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1090);

16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Satu Data (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2022 Nomor 17);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 35
Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional,
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2. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar;

3. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7
Tahun 2000 tentang Tata cara Penyelenggaraan
Statistik Sektoral;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Menetapkan Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah
Tingkat Kabupaten Tabalong Dalam E-Walidata Sistem
Informasi Pemerintah Daerah Repubik Indonesia Periode
Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil
pengumpulan data Periode Tahun 2023.

KETIGA : Hasil Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA digunakan dalam perencanaan, pengendalian,
dan evaluasi pembangunan daerah.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau
kebijakan tertentu, dapat dilakukan pemutakhiran terhadap
hasil pengumpulan data Tahun 2023.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4% WM 2024
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong di Tanjung.
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